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PUTUSAN
Nomor . 2078/Pdt.G/2016/PA.Dpk

2 15 -
w)ii‘“f "
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada ungkat'L'perﬁama dalam parsidangan majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :
I .ur 26 tahun, agama [slam,

' pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal o |
]
I |<ota Depok:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
MELAWAN

. ur 28 tahun, agama. Islam, pendidikan
SMK. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
.|

R
1 Depok;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertangggal 28 Juli 2017 telah
mengajukan permchonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register

Pygingen Nomor 2078 G/I01 TAPA Op tanggal 14 Saptember 2017
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Nomor 2078/Pdt.G/2016/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

lonesia
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya

dilaksanakan pada tanggal 01 Sepiember 2012, di Pancoran Mas
Kota Depok, Kutlpan Akta Nikah-nomor: NESSSSSSMENENR tanggal 03

September 211}12 'yang dlke!uarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
kacamafan Pancoran Mas Kotd Depok;

2. Bahwa selama berumah“tangga antara Pengdgugat dan Tergugat
tinggal di - I
I ota Depok;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon

' dikarunial 1 orang anak bernama :

[ o O Laki-ak, Lahir i Depok, Pada Tanggal 22

Maret 2013;
4

. Bahwa semula rumah tsﬁgga antara Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang
antara F'emohcm dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
paﬂengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:

a. Termohon diketahui memiliki Pria |daman lain 'dan sering
berkomunikasi dengan Pria Idamannya tersebut ;

. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang harmonis

dalam rumah tangga;

Pemohon keberatan dengan sikap Termohon yang tidak menghormati

dan menghargai Pemohon sebagai suami dan susah dinasehati dan

tidak mentaati apa yang dinaséhati oleh pemohon;

. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;

. Bahwa bulan Agustus 2016 merupakan puncak perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termochon, yang

akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan
hubiéiigan badan sampai saat ini ;

Putininf Nomoar J078APdE.G/2007APADpR tanggal 14 Septembier 2017
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6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun
upaya tersabut tidak membuahkan hasil;

7 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga
antara Pemohon dan Termehon sudah tidak dapat dibina dengan baik
lagi. sehingga rumah fangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,
tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah
tidak mungkin fagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon
serta tidak ada jalan terbaik kecuall perceraian.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar saluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat
Wiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [N
B urtuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon ( N
I < depan sidang Pengadilan Agama Depok;

. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk
mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman
Pemohan dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemchon dan
Temohon menikah;

. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan
hukum;
Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Bahwa pada persidangan- yang telah ditentukan, Pemochon dan

Termchon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah
. OEEaRmendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan

‘rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

ez aat Nemur JITW WU GO APUDPE tanggal 19 September 2017
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Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi
berdasarkan laporan Mediator RISMAN KAMAL SH tertanggal 22
Agustus 2017, bahwa mediasi tidak teriaksana, karena pihak Termohon
pulang dan Pemohon tidak masuk ke ruang mediasi tidakselanjutnya
dibacakan permohonan.. Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

—

-

Pemohon; o ==
Bahwa atas1 gugatah @émnhon tersebut Termohon tidak
memberikan tanggapan, karena setélah sidang pertama pihak Termohon
tidak pernah datang” lagl ke persidangan, sehingga majelis hakim
berpendapat bahwa pihak), Termnhon tidak membantah dan mengakui
seluruh dalil-dalil perrrmhanan \ Pemohon;
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
.‘ mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:
| AL Fotokopi Buku Kutipan Akia Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Nomor
IR tangoal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi kode (P.1); '
Bahwa Pemohon selain bukti surat juga telah menghadirkan dua

orang sakisi masing-masing bernama :

1. I, umur 45 tahun, agama Isiam.
pekerjaan Swasta, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan

— ==

Bahwa hubungan saksi adalah Paman Pemahon;

2. IR umur 47 iahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumatr4ingga. tempat tinggal oi (GGG
I O=rok. Bahwa hubungan saksi saudara sepupu Pemchon;

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dafil permohonan

Patiien Nomas 20T8/RdE /2017 /P Dpk tanggal 14 September 1017
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Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara
ini.

Batas atas pertanyaan Ketua pihak Pemohon membenarkan dan
tidak membantah isi keterangan saksi.

Bahwa pihak Te_rrnnhunmtida_k mangajukan bukti apapun karena
setelah persidangan perlﬁfnmhmbhan tidak pernah datang lagi.

Bahwa se!anjuglya Pa?qol'v?‘n menyampaikan kesimpulan secara
lisan, yang pada pu‘kol_c,nyah Paﬁmhufl menyatakan tetap dengan
pe.rmﬂhanannya untuk bercerai dengan. Termiohon, karena rumah tangga
Pemhon dengan Termohonysudah tidak murigkin untuk dirukunkan lagi,
dan perceraian rnarupakanj rbaik bagi Pemohon;

/ Bahwa untuk me.rmgkas uraian putusan ditunjuk kepada berita
/ at:ara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak
/ mmlsahkan dari pulusan S ¢
;' TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permchonan Pemohon
sebagaimana diumﬂ@n di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak
| terbantah oleh Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum
‘ Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dangnlin,u_ndangnundang Momor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan  Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Pengadilan. Agama Depok berwenang memeriksa
menyelesaikan pennnhuhunFagnuhnn

Menimbang, bahwa'rTbé‘rdasarkan dalii Pemchon yang diakui
Termohon, diperkuat bukti P.1 dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang
sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 48 ayat (1) huruf (a)
l---'\“"53'5‘"ﬂ-l-&“'l'1|ﬂi“"'ﬂ Nomor 7 Tahun 1888 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubsh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

dan

Futwsan Nomer 2078ARLL G201 T AP ©pk tonggal 14 Sepiember 2017
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perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-ﬁﬁ_dang"ﬂé“nﬁ'drs- Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang- undq!:lg Hun’lpr Eﬂ Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 T_[mu 19?5 ME]E“S Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemqh‘nn dan Termohion agar rukun dan kembali membina
rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula diperintahkan
mediasi berdasarkan PERMA RiiNomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan
/laporan Mediatortertanggal 7 September 2017 mediasi tidak terlaksana,

karena Termohon pulang;
| Menimbang, bahwa Pemehon pada petitum permohonannya angka
B 2 telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon (NN
I B untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(I i depan sidang Pengadilan Agama Depok;
Menlrnbang.sf'bahm “ntuk maksud tersebut, Pemochon telah
mengajukan  dalil-dalil *.Q%bagalmana termuat dalam  posita
' permohonannya;
| MEnImban‘é;,hahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak memberi tanggapan apapun, sehingga Termohon
dinyatakan telah mengakui kebeénaran seluruh dalil permohonan Pemohon
sesual dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang
menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya
pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang
sempurna (volledeg), mengikat (binded), menentukan atau memaksa
(beslisend, dwingend); -
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada
" “pokonya memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan
mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah

Eustissan Nomar 20787, G/201 7P Opk tanggal 14 September 2017 #
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tangga mereka yang sudah tidak rukun dan sering terjadi percekcokan
disebabkan Termohon selingkjuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang
tidak terbantah oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-
bukti, baik tertulis ma_u'nun.saksi;aalgsi, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa dalil pemdﬁﬁhanﬁ’eﬁi?ﬁaﬂ‘mmébut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dall] pefohonan Pemohon merupakan unsur-
unsur dari Pasal-19 hurdf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pﬁsal 116 hurﬁf.(f)’ /ﬁomp‘ilasi Hukum Islam, cleh karena itu dengan
bemohon ~ telah - menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan
Pemohon, maka telah . uhi ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah tersebut di atas: :

Menimbang, bahwa berdaaarkan dalil-dalii Pemohon yang tidak
j‘; dibantah oleh Termohony dansdidukung bukfi-bukti, ditemukan fakta
' sebagai berikut: -
: 1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ftelah terikat dalam
perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 September 2012 di
KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
"5 Bahwa kedamaian rumiah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai
" tidak rukun, sejak bulan Januari 2015 disebabkan :
1. Termohon tidak menghormati Pemohon selaku Suami Termohon,
2. Temnohon selingkuh dengan laki-laki lain.
3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan
Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan
dengan baik |dyaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap

Purusdn Womor 278 MPdL G201 TAEL D tanggal 14 Septemb
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persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan
Termohon, sehinggga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal
1 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, yaitu untuk “....membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal aj_quﬁmmab-.‘tgqgga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah berﬂl;arﬁéﬁ- 'Kﬁtﬁﬁ"—'r‘r”‘r’ﬂr}ﬁ"Maha Esa”, sudah sulit untuk
diwujudkan lag, rnaka me'silpagfahankan ikatan perkawinan antara
Pemohon dengan Termnhgn j]“__nyé akan memperpanjang penderitaan
bagi keduanya oleh. karena itu member izin Pemohon untuk menceraikan
Termohon rm*.rupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
Menimbang, hahml%im perkara, pemeralan. Maijelis Hakim
berpandapat. bahwa i ak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh
karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan
merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi
'Pemohon, tetapl perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan
' suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk
| | disatukan lagi dalam rumah tangganya dan mudaratnya akan lebih besar
~apabila Majelis Hakfm memaksakan keduanya atau salah satunya untuk
- mempertahankan rumah mngagnya
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  di
atas Maijelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah
beralasan hukum dan telah memernuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nemer 1 Tahun 1874 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1675 jo. Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh ka:ensny& dengan marldasarkan kepada Pasal 70 ayat (1)
Undang-undang Normior 7 Tdhun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
pefitum angka 1 dan 2 permochonan Pemohon patut untuk dikabulkan
sehagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;
Menimbang, bahwa Pemchon dalam petitum permohonannya
angka 3 mohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Putwan Nomer J075APdL G/2017EADpE tanggal 14 Sep 2017 x
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Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat
kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana
Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada
Pasal 84 Undang-undang Ne.-7 Tahun 1988 yang telah diubah dengan
Undang-undang No, 3-takiun 2008 Jo-Undang-undang No. 50 tahun 2008,
memerintahkan Panitera seiﬁk‘nba}lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk
mangirimkanfmany,gmpﬁ“d@u mljnafpenﬁapan tanpa bermaterai kepada
Pegawai Pencatat "Nik*é'ﬂ yang mev}hayahi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pemnikahan Pemohon
dengan Termohon di_i;angsu;iﬁﬁén. sebagaimana tersebut dalam diktum
putusan ini ; o ?i - '

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya
angka 4 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon
sesuai dengan ketentuan hukum; ‘

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

| Undang Nomor 3 Tahun 20{[% dan perubahan kedua dengan Undang-

| Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemahon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada
Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 4
permohonan Pemohon tersébut dengan membebankan biaya perkara
kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan
ink; X o3

Mengingat segala @rﬂ&ﬁﬁ perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

“MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon ( T
I untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termchon (i}
I

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan
Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan ""S’ﬂk’ﬁﬂ}aya Depok, PPN KUA Kecamatan
Pancorari Mas, Kota Depofﬁ

5. Membebankan kepadaﬂfamohon untik membayar biaya perkara ini
sejumiah Rp 241 000{ Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian putdsan ini quatuhkan pada hari  Kamis tanggal 14

September 2017 M., bertapgtﬁn dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 H.,

oleh kami HM. Ai!‘IEFSH. M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.

' ROSALENA, S.H dan AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum sebagai hakim-
hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis dalam sidang ferbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL

AMANAH, S.H sebagai Parnitera Pengganti serta dihadiri olen Pemohon
diluar hadimya Termohon.

H.M. ARIEF,S.H, M.H

Hakim Anggota, e Hakimnggota
e i
4 B
i -4#1_;:‘_{‘54"" /"
Dra. ROSALENA, S.H . . AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum
Panitera Pengganti,
el
' t
TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H
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Perincian biaya perkara :
1. Pendaftaran
Biaya Proses

w N

Biaya Panggilan
Redaksi
Meterai -

it B

Rp. 30.000
Rp. 50.000
Rp. 150.000

_Rp....5,000
“Rp._8.000

Jumiah
rupiah)

W,

Ry’ 241:000 ( dua ratus empat puluh satu ribu
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